
 
GUBERNUR BALI 

 
PERATURAN GUBERNUR BALI   

NOMOR  33 TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2008 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BALI, 
 

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2009 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

 
Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 1649);  

  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569);  

  3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republim Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 
2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 



  4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688); 

  5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  
Nomor 4389); 

9. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang 
Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun2001 Nomor 118, Tambahan  Lembaran Negara  
Republik  Indonesia  Nomor 4138); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan  Lembaran Negara  
Republik  Indonesia  Nomor 4139); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan  Lembaran Negara  
Republik  Indonesia  Nomor 4416); sebagaimana Telah 
dirubah beberapakali  terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara  Republik  
Indonesia  Nomor 4712);  

16. Peraturan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan  
Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4502); 

17. Peraturan Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 136, Tambahan  Lembaran Negara  Republik  
Indonesia  Nomor 4574); 

18. Peraturan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan  Lembaran Negara  
Republik  Indonesia  Nomor 4575); 

19. Peraturan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan  Lembaran Negara  
Republik  Indonesia  Nomor 4576); 

20. Peraturan Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan  Lembaran Negara  Republik  
Indonesia  Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  
Nomor 4578); 

22. Peraturan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan  Lembaran Negara  Republik  
Indonesia  Nomor 4585); 

23. Peraturan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  
Nomor 4614); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 



(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);  

26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 
2007 Nomor 11);  

27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi 
Bali Tahun 2008 Nomor 4);  

28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 13);  

29. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2007 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2007 ( Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 
2007 Nomor 56); 

30. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran Prubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2008 ( Berita Daerah Provinsi 
Bali Tahun 2008 Nomor 80); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2008. 

 

 
    

 Pasal 1 
 Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2008 terdiri atas : 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah  Rp.1.005.500.057.955,84 
b. Dana Perimbangan   Rp.   576.550.871.373,00 
c. Lain – lain Pendapatan Yang Sah Rp.      35.337.514.962,00 
 Jumlah Pendapatan   Rp.1.667.388.444.290,84 
 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 
 1. Belanja Pegawai   Rp. 337.193.054.684,00 
 2. Belanja Bunga   Rp.    0,00
 3. Belanja Subsidi   Rp,  3.300.000.000,00 
 4. Belanja Hibah   Rp. 117.265.529.166,15 
 5. Belanja Bantuan Sosial  Rp. 152.013.312.500,00 
 6. Belanja Bagi Hasil  Rp. 289.079.348.000,00 
 7.Belanja Bantuan Keuangan Rp.  85.650.114.000,00 
 8. Belanja Tidak Terduga  Rp.         31.104.000,00 
      Rp.1.024.532.462.350,15 
b. Belanja Langsung 
 1. Belanja Pegawai   Rp.   40.754.468.251,00 
 2. Belanja Barang Dan Jasa Rp. 277.895.426.201,00 
 3. Belanja Modal   Rp. 122.800.730.505,00 



      Rp.  441.450.624.957,00 
 Jumlah Belanja   Rp.1.465.983.087.307,00 
Surplus/Defisit    Rp. 201.405.356.983,00 
 
3. Pembiayaan 
  a. Penerimaan   Rp.  282.503.093.276,79 
  b. Pengeluaran   Rp.     15.800.000.000,00 
  Jumlah Pembiayaan Netto  Rp.  266.703.093.276,79 
  Sisa lebih pembiayaan anggaran 
  Tahun berkenaan   Rp.  468.108.450.260,48 
 

 Pasal 2 
 

 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur 
ini.  
 

 
Pasal 3 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam laporan realisasi 
anggaran.  
 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur 

ini. 

 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 

 
 
   Ditetapkan di Denpasar 
   pada tanggal 4 September 2009 
 
   GUBERNUR BALI, 
 
 
 



   MADE MANGKU PASTIKA 
 
 
 

Diundangkan  Di Denpasar 
pada tanggal  4 September 2009 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 
 
 
 

I NYOMAN YASA 
 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 33 
 


